KOP SURAT PERUSAHAAN
(jika badan hukum)



Jakarta, …… ………………… ……

	Nomor
	:
	
	

	Lampiran
	:
	
	Kepada Yth.

	Hal
	:
	Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
	Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta



Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :


	Nama Pengusaha	
	:
	................................................................

	Alamat Pengusaha
	:
	................................................................

	Nomor KTP
	:
	................................................................

	Jabatan
	:
	................................................................

	Bentuk Usaha 
	:
	Badan Usaha / Perorangan

	Lokasi Usaha
	:
	................................................................

	Nama Perusahaan
	:
	................................................................

	Nama Pengurus (Badan Usaha)*
	:
	................................................................

	Nomor Akta Pendirian (Badan Hukum)*
	:
	................................................................

	Perubahannya (Badan Hukum)*
	:
	................................................................

	Nomor & Tanggal Pendaftaran Pariwisata
	:
	Nomor ...................... Tanggal ...............

	Nomor & Tanggal Dokumen Lingkungan Hidup
	:
	Nomor ....................... Tanggal ..............

	Nama & Nomor Izin Teknis
	:
	Nama ......................................................
Nomor ....................................................

	Kantor Usaha Penyeleggara
(khusus usaha impresariat)
	:
	................................................................



Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, dengan ini kami mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, jenis usaha Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (Asing).

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan persyaratan untuk mengajukan permohonan:

1. [bookmark: _GoBack]Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 tentang kebenaran data dan keabsahan data;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA dan Paspor;
3. Kartu Keluarga (KK);
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
a. Kemenkumham, jika PT dan Yayasan;
b. Kementrian/Dinas Koperasi, jika Koperasi;
c. Pengadilan Negeri, jika CV;
6. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan;
7. NPWP Badan Hukum;
8. Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp 6.000;
9. KTP orang yang diberi kuasa;
10. Bukti persetujuan atau sewa tempat pertunjukan;
11. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa:
a. Tanah dan bangunan tempat usaha bebas dari sengketa;
b. Kesanggupan menjaga kebersihan lokasi usaha dan lingkungan sekitar;
c. Kesanggupan menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi usaha;
d. Kesanggupan melakukan upaya untuk menjaga keselamatan konsumen selama berada di lokasi usaha;
e. bersedia mengurus UUG dan IMB dalam jangka waktu 1 tahun (jika belum memiliki UUG & IMB).
12. Surat persetujuan tetangga apabila bukan menyatu pada gedung perkantoran/ sejenisnya
13. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
a. Rencana pengelolaan usaha;
b. Foto berwarna sarana dan prasarana usaha ukuran 4R, foto dari luar (tampak depan,kiri, kanan), dan foto di dalam tiap ruangan;
c. Denah lokasi dan bangunan;
14. Izin Keramaian dari Kepolisian;
15. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata jika menghadirkan artis asing;
16. Rekomendasi dari Komisi Penilaian Kegiatan Hiburan Daerah (KPKHD);
17. Rekomendasi dari Tim Pengawas Artis Asing (TPAA) di daerah;
18. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (Asing) terdahulu.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemohon,


materai Rp. 6000


(.................................................)
Tanda Tangan dan Nama Jelas


SURAT PERNYATAAN BEBAS SENGKETA



Yang bertanda tangan dibawah ini :

	Nama 
	:
	.........................................................................................

	Alamat
	:
	.........................................................................................

	   
	
	.........................................................................................

	Bidang Usaha
	:
	.........................................................................................

	Jenis Usaha
	:
	.........................................................................................

	Sub - Jenis Usaha
	:
	.........................................................................................

	Jabatan
	:
	Direktur Utama / Penanggung jawab usaha




Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bangunan dan tanah tempat usaha tersebut tidak dalam sengketa.

2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan, kami bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

                     

                                       Jakarta, ...................................
Pemohon,


materai Rp.6000,-


(  ...................................................  )       Nama Jelas dan Tanda tangan





 



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN



Yang bertanda tangan dibawah ini :

	Nama
	:
	………………………………………………………………………..

	Alamat 
	:
	………………………………………………………………………..

	Bidang Usaha
	:
	………………………………………………………………………..

	Jenis Usaha
	:
	………………………………………………………………………...

	Sub - Jenis Usaha
	:
	…………………………………………………………………………

	Jabatan
	:
	Direktur Utama / Penanggung jawab Usaha




Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan pendaftaran/pemutakhiran data/pengaktifan kembali usaha ini adalah Benar dan Sah.

2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi pembekuan sementara pendaftaran usaha, serta sanksi yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...................................
Pemohon,


materai Rp.6000,-


(  ...................................................  )       Nama Jelas dan Tanda tangan









SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN



Yang bertanda tangan dibawah ini :

	Nama
	:
	………………………………………………………………….

	Alamat
	:
	………………………………………………………………….

	Bidang Usaha
	:
	………………………………………………………………….

	Jenis Usaha
	:
	………………………………………………………………….

	Sub-Jenis Usaha
	:
	………………………………………………………………….

	Jabatan
	:
	 Direktur Utama / Penanggung jawab usaha



Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data transaksi yang menjadi obJek Restoran/Hotel/Hiburan, bersedia untuk di Online kan dengan system Perpajakan Daerah, baik langsung maupun melalui Bank Rakyat Indonesia yang ditunjuk, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2010, tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor  75 tahun 2005, tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM).

3. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya tidak melakukan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, bersedia dikenakan sanksi pembekuan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta, ...................................
Pemohon,


materai Rp.6000,-


(  ...................................................  )       Nama Jelas dan Tanda tangan






